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PROGRAM TAHUNAN

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tahun Ajaran :2019/2020

Kelas/Semester :VIII/1

Alokasi

Semester Kompetensi Dasar Waktu

Keterangan

Bab1

1.1  Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Bab 2

1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman
dan bertakwa.
Mendukung makna, kedudukan, dan fungsi UndangU-ndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan
lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.
Menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan
lainnya dalam sistem hukum nasional.
Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan
kehidupan sehari-hari.

Bab 3

1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat
Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik
Indonesia.
Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan
nasional.
Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional di Indonesia.
Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-
undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Jumlah

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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PROGRAM SEMESTER

Satuan Pendidikan : SMP/MTs Tahun Ajaran 1 2019/2020
Mata Pelajaran . Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1

Bulan

Kompetensi Dasar Agustus | September | Oktober | November | Desember

21341234123 [4]|1]|2(3(4|1]2]|3(4
9 (10(11]1213 15(16|17]18]19 23(24125(26(27

Bab 1

1.1 Bersyukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa
atas konsensus nasional
Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan
hidup bangsa.
Mengembangkan sikap
yang mencerminkan
nilai-nilai luhur Pancasila
sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa.
Menelaah Pancasila
sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa.
Menyaji hasil telaah
nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa
dalam kehidupan sehari-
hari.

Bab 2

1.2 Menghargai makna,
kedudukan dan fungsi
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai
bentuk sikap beriman dan
bertakwa.
Mendukung makna,
kedudukan, dan fungsi
UndangU-ndang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta peraturan
perundangan lainnya sesuai
dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.
Menelaah makna,
kedudukan, dan fungsi
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta peraturan
perundang-undangan
lainnya dalam sistem
hukum nasional.
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4.2 Menyajikan hasil telaah
makna, kedudukan,
dan fungsi Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 dalam penerapan
kehidupan sehari-hari.

Bab 3

1.3 Bersyukur kepada Tuhan
yang Maha Esa untuk nilai
dan semangat Kebangkitan
Nasional 1908 dalam
perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia.
Menunjukkan sikap disiplin
dalam menerapkan aturan
sesuai dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam
tata urutan peraturan
perundang-undangan
nasional.
Memahami tata urutan
peraturan perundang-
undangan dalam sistem
hukum nasional di
Indonesia.
Mendemonstrasikan pola
pengembangan tata urutan
peraturan perundang-
undangan dalam sistem
hukum nasional di
Indonesia.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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Satuan Pendidikan

Mata Pelajaran

Kompetensi Inti L

2.

PENGEMBANGAN SILABUS

: SMP/MTs

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tahun Ajaran
Kelas/Semester : VIII/1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun,
dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian

tampak mata.

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

: 2019/2020

Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Strategi Pembelajaran

Metode

Pengalaman
Belajar

Sumber Bahan

Bab 1

1.1

Bersyukur kepada
Tuhan Yang Maha
Esa atas konsensus
nasional Pancasila
sebagai dasar negara
dan pandangan hidup
bangsa.
Mengembangkan
sikap yang
mencerminkan nilai-
nilai luhur Pancasila
sebagai dasar negara
dan pandangan hidup
bangsa.

Menelaah Pancasila
sebagai dasar negara
dan pandangan hidup
bangsa.

Menyaji hasil telaah
nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara
dan pandangan

hidup bangsa dalam
kehidupan sehari-hari.

. Arti Kedudukan
dan Fungsi
Pancasila.

. Makna Pancasila
sebagai Dasar
Negara dan
Pandangan
Hidup.

. Menyadari
Pentingnya
Kedudukan
dan Fungsi
Pancasila dalam
Kehidupan
Bernegara.

. Ceramah.
2. Diskusi.
. Tanya

jawab.

. Penugasan.

Mengamati
Amatilah lingkungan
di sekitar anda.
Sebutkan sikap-sikap
yang mencerminkan
nilai luhur pancasila
yang ada di dalam
lingkungan sekitar
Anda!

Menanya

Tanyakan kepada
guru kalian apa saja
kelebihan Pancasila
dibanding dengan
ideologi yang lain!
Tuliskan penjelasan
tersebut pada buku
catatan!
Mengeksplorasi
Carilah informasi
dari berbagai sumber
tentang Pancasila
sebagai dasar negara!
Tuliskan pada
selembar folio!
Mengasosiasi
Lakukan analisis
terhadap pelanggaran
Pancasila yang terjadi
pada masa sekarang
ini! Tuliskan hasil
analisa tersebut pada
buku tugas kalian!
Mengomunikasikan
Buatlah resume dari
bab 1 ini, lalu hasilnya
presentasikanlah di
depan kelas!

.. X
pertemuan

(..JP)

. Buku paket

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Kelas VIII untuk
SMP/MTs

. Buku Kerja

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Kelas VIII untuk
SMP/MTs
Semester 1.

. Buku lain yang

relevan.
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Bab 2

12  Menghargai makna,
kedudukan dan
fungsi Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai
bentuk sikap beriman
dan bertakwa.
Mendukung makna,
kedudukan, dan
fungsi UndangU-
ndang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun
1945, serta peraturan
perundangan lainnya
sesuai dengan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
1945.
Menelaah makna,
kedudukan, dan
fungsi Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945, serta
peraturan perundang-
undangan lainnya
dalam sistem hukum
nasional.
Menyajikan hasil
telaah makna,
kedudukan, dan
fungsi Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam
penerapan kehidupan
sehari-hari.

. Kedudukan

dan Makna
Pembukaan
UUD Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945.

. Kedudukan dan

Fungsi UUD
Negara Republik
Indonesia Tahun
1945.

. Peraturan

Perundang-
undangan dalam
Sistem Hukum
Nasional.

. Melaksanakan

dan
Mempertahankan
UUD Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945.

. Ceramah.
2. Diskusi.
. Tanya

jawab.

. Penugasan.

Mengamati

Amatilah hasil
amandemen uud 1945
dari berbagai sumber
yang relevan. Ada
berapa pasal yang
diamandemen?
Menanya

Tanyakan kepada
guru kalian
bagaimana proses
amandemen uud 1945!
Tuliskan penjelasan
tersebut pada buku
catatan kalian!
Mengeksplorasi
Carilah dari berbagai
sumber mengenai
hubungan proklamasi
dan uud 1945!
Tuliskan hasilnya
pada buku catatan
kalian!

Mengasosiasi
Lakukan diskusi
dengan teman
sebangku kalian
mengenai perbedaan
pelaksanaan uud 1945
Orde Lama, Orde
Baru, dan Reformasi!
Mengomunikasikan
Buatlah tulisan
mengenai
menumbuhkan
kesadaran

terhadap UUD

1945 dan hasilnya
presentasikanlah di
depan kelas!

X
pertemuan

(-..JP)

1. Buku paket
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Kelas VIII untuk
SMP/MTs

. Buku Kerja
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Kelas VIII untuk
SMP/MTs
Semester 1.

. Buku lain yang
relevan.
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Bab 3
1.3 Bersyukur kepada

Tuhan yang Maha
Esa untuk nilai

dan semangat
Kebangkitan
Nasional 1908

dalam perjuangan
kemerdekaan
Republik Indonesia.
Menunjukkan sikap
disiplin dalam
menerapkan aturan
sesuai dengan nilai-
nilai yang terkandung
dalam tata urutan
peraturan perundang-
undangan nasional.
Memahami tata
urutan peraturan
perundang-undangan
dalam sistem hukum
nasional di Indonesia.
Mendemonstrasikan
pola pengembangan
tata urutan peraturan
perundang-undangan
dalam sistem hukum
nasional di Indonesia.

1. Makna Tata
Urutan
Peraturan
Perundang-
undangan di
Indonesia.

. Proses
Penyusunan
Peraturan
Perundang-
undangan.

. Menampilkan
Sikap Sesuai
dengan
Peraturan
Perundang-
undangan.

. Ceramah.
2. Diskusi.
. Tanya

jawab.

. Penugasan.

Mengamati

Amatilah peraturan
perundang-undangan
yang berlaku di
Indonesia! Tuliskan
pada buku catatan
kalian!

Menanya

Tanyakan kepada
guru kalian
bagaimana proses
terbentuknya
perundang-undangan
nasional! Tuliskan
penjelasan tersebut
pada buku tugas
kalian!
Mengeksplorasi
Carilah dari berbagai
sumber yang relevan
mengenai tugas-tugas
dan wewenang mpr!
Tuliskan pada buku
tugas kalian!
Mengasosiasi
Lakukan diskusi
dengan teman
sebangku kalian

apa hubungan UUD
dengan peraturan
daerah! Tuliskan hasil
diskusi tersebut pada
selembar folio!
Mengomunikasikan
Buatlah resume

bab 3 lalu hasilnya
presentasikan di
depan kelas!

X
pertemuan

(..JP)

1. Buku paket
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Kelas VIII untuk
SMP/MTs

. Buku Kerja
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Kelas VIII untuk
SMP/MTs
Semester 1.

. Buku lain yang
relevan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah
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REKAYASA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester . VIII/1

Tahun/Ajaran : 2019/2020

Kompetensi Inti:
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar:

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa.

2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa.

3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-
hari.

III. Materi Pembelajaran:
1. Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila.
2. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup.
3. Menyadari Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara.

IV. Strategi Pembelajaran

Aspek Life Skill yang

Kegiatan Dikembangkan

Pendahuluan

Motivasi

Memotivasi pentingnya memahami tentang memahami kedudukan dan fungsi
Pancasila.

Persyaratan

Memahami tentang Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Makna Pancasila
sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup, Menyadari Pentingnya
Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara.

Kegiatan Inti

Mengamati

Amatilah lingkungan di sekitar anda. Sebutkan sikap-sikap yang mencerminkan
nilai luhur pancasila yang ada di dalam lingkungan sekitar Anda!

Menanya

Tanyakan kepada guru kalian apa saja kelebihan Pancasila dibanding dengan
ideologi yang lain! Tuliskan penjelasan tersebut pada buku catatan!
Mengeksplorasi

Carilah informasi dari berbagai sumber tentang Pancasila sebagai dasar negara!
Tuliskan pada selembar folio!

Mengasosiasi

Lakukan analisis terhadap pelanggaran Pancasila yang terjadi pada masa
sekarang ini! Tuliskan hasil analisa tersebut pada buku tugas kalian!
Mengomunikasikan

Buatlah resume dari bab 1 ini, lalu hasilnya presentasikanlah di depan kelas!

@-. .‘ Pegangan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIl SMP/MTs - Semester Ganjil .. 2Q



Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, siswa:
1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui
2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III. Penutup
1. Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau kesimpulan
pelajaran.
2. Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3. Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Media Pembelajaran
Bagan, gambar-gambar, internet.

. Penilaian
A. Jenis tagihan
Ulangan, tugas, kuis
B. Tindak lanjut
Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
1.  Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
2. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.

. Sumber Bacaan
1. Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII untuk SMP/MTs
2. Buku Kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII untuk SMP/MTs Semester 1.
3. Buku lain yang relevan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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REKAYASA PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester . VIII/1
Tahun/Ajaran : 2019/2020

Kompetensi Inti:
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar:

1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
bentuk sikap beriman dan bertakwa.

2.2 Mendukung makna, kedudukan, dan fungsi UndangU-ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3.2 Menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan
perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.

4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam penerapan kehidupan sehari-hari.

III. Materi Pembelajaran:
1. Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional.
4.

Melaksanakan dan Mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Strategi Pembelajaran

Aspek Life Skill yang

Kegiatan Dikembangkan

Pendahuluan

Motivasi

Memotivasi pentingnya memahami tentang menumbuhkan kesadaran terhadap
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persyaratan :

Memahami tentang Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Kegiatan Inti

Mengamati

Amatilah hasil amandemen uud 1945 dari berbagai sumber yang relevan. Ada
berapa pasal yang diamandemen?

Menanya

Tanyakan kepada guru kalian bagaimana proses amandemen uud 1945!
Tuliskan penjelasan tersebut pada buku catatan kalian!

Mengeksplorasi

Carilah dari berbagai sumber mengenai hubungan proklamasi dan uud 1945!
Tuliskan hasilnya pada buku catatan kalian!

Mengasosiasi

Lakukan diskusi dengan teman sebangku kalian mengenai perbedaan
pelaksanaan uud 1945 Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi!
Mengomunikasikan

Buatlah tulisan mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap UUD 1945 dan
hasilnya presentasikanlah di depan kelas!

(10,
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Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, siswa:
1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui
2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III. Penutup
1. Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau kesimpulan
pelajaran.
2. Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3. Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Media Pembelajaran
Bagan, gambar-gambar, internet.

. Penilaian
A. Jenis tagihan
Ulangan, tugas, kuis
B. Tindak lanjut
Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
1.  Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
2. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.

. Sumber Bacaan
1. Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII untuk SMP/MTs
2. Buku Kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII untuk SMP/MTs Semester 1.
3. Buku lain yang relevan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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REKAYASA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester . VIII/1

Tahun/Ajaran : 2019/2020

Kompetensi Inti:
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar:

1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia.

2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan nasional.

3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di
Indonesia.

III. Materi Pembelajaran:
1. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

IV. Strategi Pembelajaran

Aspek Life Skill yang

Kegiatan Dikembangkan

Pendahuluan

Motivasi

Memotivasi pentingnya memahami tentang memaknai peraturan-undangan.
Persyaratan :

Memahami tentang Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia, Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Menampilkan
Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Inti

Mengamati

Amatilah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia! Tuliskan
pada buku catatan kalian!

Menanya

Tanyakan kepada guru kalian bagaimana proses terbentuknya perundang-
undangan nasional! Tuliskan penjelasan tersebut pada buku tugas kalian!
Mengeksplorasi

Carilah dari berbagai sumber yang relevan mengenai tugas-tugas dan
wewenang mpr! Tuliskan pada buku tugas kalian!

Mengasosiasi

Lakukan diskusi dengan teman sebangku kalian apa hubungan UUD dengan
peraturan daerah! Tuliskan hasil diskusi tersebut pada selembar folio!
Mengomunikasikan

Buatlah resume bab 3 lalu hasilnya presentasikan di depan kelas!
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Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, siswa:
1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui
2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III. Penutup
1. Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau kesimpulan
pelajaran.
2. Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3. Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Media Pembelajaran
Bagan, gambar-gambar, internet.

. Penilaian
A. Jenis tagihan
Ulangan, tugas, kuis
B. Tindak lanjut
Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
1.  Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
2. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.

. Sumber Bacaan
1. Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII untuk SMP/MTs
2. Buku Kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII untuk SMP/MTs Semester 1.
3. Buku lain yang relevan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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KunciJawaban )

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas VIII SMP/MTs Semester Ganjil

BAB 1
Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila

A.  Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Tugas Mandiri

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya
Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung
tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia yang diamalkan
dalam kehidupan keseharian.
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia,
artinya bahwa Pancasila merupakan konsepsi dasar
kehidupan bangsa yang digali dari kebiasaan masyarakat
yang diangkat oleh para pendiri negara dalam suatu
pengesahan, yaitu Pembukaan UUD 1945 pada tanggal
18 Agustus 1945.
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia,
artinya Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai jiwa
Proklamasi sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD
1945 dan cita-cita luhur ini merupakan tujuan yang akan
dicapai oleh bangsa Indonesia.
Ideologi adalah sekumpulan gagasan yang secara logis
berkaitan dan mengidentifi kasikan nilai-nilai yang
memberi keabsahan bagi institusi dan pelakunya.
Bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerohanian,
kesatuan pandangan hidup, dan kesatuan ideologi adalah
sangat penting karena suatu bangsa yang ingin berdiri
kokoh dan mengetahui ke arah mana tujuan bangsa
itu ingin dicapai, maka bangsa itu harus memiliki satu
pandangan hidup, ideologi maupun satu asas kerohanian.
Di samping itu, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai
macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki
kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda pula.
Dengan adanya kesatuan asas kerohanian yang dimiliki,
maka perbedaan itu harus dibina ke arah suatu kerja
sama dalam memperoleh kebahagiaan bersama. Jadi letak
fungsi dan kedudukan asas kerohanian Pancasila adalah
sebagai asas persatuan, kesatuan, dan asas kerja sama
bangsa Indonesia.

Tugas Kelompok
kebijaksanaan guru

B. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan
Hidup

Tugas Mandiri

1.  Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan
MPR - RI No.XVIII/MPR/1998, dan Ketetapan MPR No.
111/ MPR /2000.
Pancasila ditulis pada alinea keempat di Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 1 pada Ketetapan MPR-RI No.XVIII/MPR/1998
menyebutkan dengan jelas bahwa Pancasila sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam
kehidupan bernegara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 2 tertulis
dengan jelas bahwa Pancasila merupakan sumber segala
sumber hukum negara.
Prof. DR. Hans Nawiasky yang dikutip oleh Astim

Riyanto (2006), “dalam suatu negara yang merupakan
kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi,
yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang
Dasar”.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru

C.  Menyadari Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila
dalam Kehidupan Bernegara

Tugas Mandiri

1.  Setiap warga Indonesia wajib beragama dan dipraktikkan
dalam ketaatan kepada-Nya dengan menjalankan segala
perintah-Nya dan menjauh segala larangan-Nya.
Sila kedua memiliki ciri atu karakteristik bahwa negara
memiliki amanah untuk menjaga hak dan kewajiban setiap
warga negaranya, menjaga kedudukan yang sama di mata
hukum, memperoleh penghidupan yang layak, dan lain
sebagainya.
Nilai luhur yang ada di dalam Pancasila diambil dari
kebaikan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur
tersebut hingga sekarang ini tetap eksis dan menjadi
pembeda dari negara-negara lain.
Bukan hanya menghargai saja, sebagai warga negara
Indonesia haruslah mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Sejak lahirnya Pancasila hingga sekarang ini, ada kejadian
disintegrasi bangsa yang ingin mengubah dan mengganti
Pancasila dengan ideologi bangsa lain. Mengganti
Pancasila dengan ideologi lain berarti mengganti Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan negara bentukan
lainnya. Mengapa bisa demikian? Karena Pancasila lahir
dari perjanjian luhur yang disahkan oleh anggota PPKI,
yang waktu itu merupakan satu-satunya lembaga yang
mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jika dasar negara
Indonesia diganti, runtuhlah bangunan negara.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. a. 18 Agustus 1945
Pembahasan:
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam Sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal
18 Agustus 1945.
d.  Gunawan Setiardjo
b.  Notonegoro
c.  Kehakiman
Pembahasan:
Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan
yang pernah dipangkunya dalam pemerintahan, antara
lain Menteri Kehakiman pada tahun 1951, Menteri
Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun
1953-1955, dan Ketua Dewan Perancang Nasional pada
tahun 1962.
c.  kelima silanya merupakan suatu rangkaian

bertingkat berjenjang
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Pembahasan:
Selain itu susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis
hierarkis, artinya kelima sila itu menunjukkan suatu
rangkaian tata urutan yang bertingkat (hierarkis).
Tiap-tiap sila memiliki tempat sendiri-sendiri di dalam
rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat
digeser-geser atau dibolak-balikkan.
b.  Nicollo Machiavelli
a.  masa bodoh dengan orang lain
Pembahasan:
Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam
lingkungan masyarakat, yaitu sebagai berikut.
Tidak mengganggu ibadah orang lain.
Musyawarah untuk menyelesaikan masalah di
lingkungan sekitar.
Melakukan kerja bakti.
Melakukan poskamling pada malam hari.
menaati tata tertib sekolah
Pembahasan:
Siswa di sekolah harus selalu menaati peraturan
di sekolah karena bentuk wujud peran siswa untuk
mempertahankan Pancasila di lingkungan sekolah.
a.  berbuat baik kepada orang lain hanya kalau ada
pamrihnya
Pembahasan:
Beberapa contoh perilaku yang baik dalam kehidupan
bertetangga, bersosial, dan bermasyarakat, antara lain
sebagai berikut.
Tkut aktif dalam kegiatan kerja bakti dan gotong
royong.
Ikut serta dalam agenda rutin pemilihan RT dan
RW.
Membantu tetangga yang sedang ditimpa kesusahan,
dan lain-lain.
tetap
pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara
dasar negara
keempat
. 29 Mei 1945
Pembahasan:
Pada sidang BPUPKI pertama yaitu pada tanggal 29 Mei
1945, Mohammad Yamin menyampaikan pidato tentang
konsep dasar negara di depan anggota BPUPKI lainnya.
Rumusan dasar negara usulan Mohammad Yamin ini
terdiri atas 5 hal pokok.
d.  Kesejahteraan golongan
Pembahasan:
Rumusan dasar Negara usulan Mohammad Yamin ini
terdiri atas 5 hal pokok antara lain sebagai berikut.
Peri kebangsaan.
Peri kemanusiaan.
Peri ketuhanan.
Peri kerakyatan.
Kesejahteraan rakyat
mengutamakan kepentingan negara dan
mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Pembahasan:
Karakteristik ideologi Pancasila yang membedakan dengan
ideologi-ideologi yang lain yaitu sebagai berikut.
a.  Pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan
sebagai sang Pencipta alam semesta.
Menjunjung tinggi persatuan bangsa.
Penghargaan sesama umat manusia apapun suku
bangsa dan kebudayaannya.
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c.  ketiga

Pembahasan:

Sila ketiga adalah perwujudan dari paham kebangsaan,

sebagai alat pemersatu bangsa dari segala paham luar

yang bias memecah belah bangsa. Persatuan Indonesia

akan memberikan akses kemudahan bagi Negara untuk

menjalankan pembangunan nasional sehingga akan

tercipta keadilan sosial dan kemanusian yang adil dan

beradab.

a.  Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Pembahasan:

Pada sidang tersebut tampil tiga tokoh yang memberikan

pidatonya mengenai dasar negara Indonesia merdeka,

yaitu Mohamad Yamin, Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

b.  beragama

Pembahasan:

Paham liberalisme merupakan suatu paham yang melihat

manusia sebagai makhluk bebas merdeka. Paham

liberalisme menganut paham sekuler, yaitu paham yang

memisahkan masalah agama dari urusan negara dan

pemerintah, negara tidak mencampuri urusan agama.

d.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pembahasan:

Menghargai pendapat orang lain, musyawarah untuk

mencapai mufakat, dan tidak memaksakan kehendak

kepada orang lain, merupakan nilai-nilai dari Pancasila

sila ke-4.

d.  memiliki sikap cinta tanah air yang berlebihan

Pembahasan:

Para pendiri negara dalam perumusan pancasila memiliki

komitmen sebagai berikut.

a. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan
nasionalisme.

Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.

Selalu bersemangat dalam berjuang.
Mendukung dan berupaya secara aktif dalam
mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur.
Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara
menempatkan kepentingan negara di atas kepenti
ngan pri badi , pengorbanan dalam hal pilihan
pribadi, serta mendukung keputusan yang
menguntungkan bangsa dan negara walaupun
keputusan tersebut tidak disenangi.
c.  nasionalisme atau kebangsaan Indonesia
Pembahasan:
Ir. Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang
konsepsi dasar filsafat negara Indonesia yang diberi nama
Pancasila dengan urutan sebagai berikut.
a.  Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia.
Internasionalisme atau perikemanusiaan.
Mufakat atau demokrasi.
Kesejahteraan sosial.
. Ketuhanan yang berkebudayaan.
. perdebatan
Pembahasan:
Ketika akan mengambil pemungutan suara untuk
menentukan bentuk negara, para pendiri negara diliputi
suasana yang penuh dengan permufakatan, tanggung
jawab, toleransi, dan religius.
c. toleransi
Pembahasan:
Wujud toleransi para perumus Pancasila adalah pada
saat dibahas kalimat “... dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka
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mengutamakan bangsa Indonesia yang memiliki

kemajemukan terutama dalam agama. Maka demi menjaga

persatuan dan kesatuan, mereka sepakat menghilangkan

kalimat tersebut.

d. mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas segala karunia yang diterima

Pembahasan:

Bunyi sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan

Yang Maha Esa. Salah satu sikap positif terhadap

Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan

bermasyarakat dapat ditunjukkan oleh warga negara

Indonesia yaitu dengan mengucap syukur kepada Tuhan

Yang Maha Esa atas segala karunia yang diterima.

Isian

sifat objektif dan subjektif

Sanskerta

peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri
kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat

1 Juni 1945

bahasa Yunani yang bermakna “cinta kearifan”
sila ketiga

ideologi bangsa

Ir. Soekarno

negara menjamin kemerdekaan beragama
ketiga

Uraian
Sebagai suatu ideologi maka Pancasila harus memiliki tiga
unsur pokok, yaitu sebagai berikut.
a.  Logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya.
b.  Pathos, yaitu penghayatannya.
c.  Ethos, yaitu kesusilaannya.
Ideologi merupakan suatu bentuk kesadaran palsu,
karena ideologi adalah suatu hasil pemikiran yang
diciptakan oleh pemikirnya yang ditentukan oleh
kepentingannya.
Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai
sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur
negara beserta unsur-unsurnya. Di samping itu, Pancasila
juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik
tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktik
penyelenggaraan negara.

Pancasila bersifat terbuka artinya ideologi Pancasila

memiliki nilai-nilai dasar yang aktual, dinamis, dan

senantiasa dapat dikembangkan atau menerima pemikiran-
pemikiran baru sesuai dengan tuntutan perkembangan
zaman dan kebutuhan bangsa.

Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta,

yang terdiri atas dua suku kata, yaitu panca berarti lima

dan sila berarti dasar. Jadi, Pancasila berarti lima dasar.

Nilai ini bermakna bahwa Pancasila sebagai hasil

pemikiran bangsa Indonesia, yakni dibuktikan atau

dijelaskan sebagai berikut.

a.  Nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan,
pikiran, dan penilaian filsafat bangsa Indonesia.
Dilihat dari subjek yang menemukannya, nilai-nilai
Pancasila memiliki nilai subjektif.

Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang
paling tepat bagi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila mengandung empat nilai
kerohanian yang terdiri atas kenyataan atau kebenaran,
estetis, etis, dan religius. Hal ini merupakan wujud dari
hati nurani bangsa Indonesia.

Contoh nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

dilingkungan sekolah, antara lain sebagai berikut.

a. Siswa gemar menabung dan menghemat uang
jajan.

Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
Rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun
dan sungguh-sungguh.
Setia kawan dalam menolong korban bencana alam
dan fakir miskin.
e.  Menjalin kebersamaan dalam kegiatan sosial
kemanusiaan.
f.  Pengadaan sarana belajar secara sederhana.
g.  Bekerja keras dalam meraih prestasi.
Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai
persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Perilaku yang harus dilakukan sesuai nilai-nilai Pancasila
dalam lingkungan keluarga, antara lain sebagai berikut.
a.  Saling membantu dan menghormati.
b.  Taatdan patuh terhadap kedua orang tua.
c.  Selalu bermusyawarah apabila ada masalah.
d.  Sopan santun terhadap seluruh anggota keluarga.
Pancasila bersifat tertutup artinya nilai-nilai dasar
Pancasila tidak dapat diubah atau diganti oleh nilai dasar
lain karena sudah menjadi identitas atau jati diri bangsa
Indonesia.

Perbaikan

1.

Ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi
negara Indonesia yang membedakan dengan ideologi-
ideologi lainnya.

Dalam sidang BPUPKI pertama tampil tiga tokoh yang

memberikan pidatonya mengenai dasar negara Indonesia

merdeka, yaitu Mohamad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir.

Soekarno.

Nilai-nilai Pancasila berlaku di mana pun.

Sikap positif terhadap ideologi Pancasila, dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan

melalui tindakan berikut.

a.  Belajar memahami makna Pancasila, nilai-nilai
Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi negara.

Menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari.

Mempertahankan Pancasila agar tetap lestari.
Tidak melecehkan lambang-lambang persatuan
bangsa, seperti Garuda Pancasila, bendera merah
putih, dan lagu Indonesia Raya.

e.  Menolak peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan Pancasila.

Mengamalkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan, melalui hal-hal berikut.

a.  Ikut aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

b.  Menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga
negara Indonesia.

c.  Tidak memaksakan pendapat kepada pihak lain.

d.  Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan
masalah.

e.  Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan
tanggung jawab.

Mohammad Yamin dilahirkan di Sawahlunto, Sumatra

Barat, pada tanggal 23 Agustus 1903.

Berbagai organisaasi yang berdiri dalam rangka mencapai

Indonesia merdeka yang pernah dipimpinnya, antara lain,

Yong Sumatramen Bond ‘Organisasi Pemuda Sumatra’

(1926-1928).

Pada tahun 1924 Soepomo melanjutkan pendidikan ke

Universitas Leiden di Belanda.




Pada proses perumusan Pancasila, sikap berjiwa besar
tercermin dengan jelas pada saat pengambilan keputusan.
Para tokoh menerima dan melaksanakan keputusan
dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam
musyawarah untuk mufakat tidak ada yang merasa
menang dan dikalahkan. Sebagai generasi penerus
bangsa maka seyogyanya patut meneladani sikap berjiwa
besar.

Jiwa persatuan tersebut dapat diterapkan dan dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai berikut.
a.  Suka bergotong royong.

b.  Gemar tolong-menolong.

c.  Hidup rukun.

d.  Menghargai perbedaan.

Pengayaan
kebijaksanaan guru

Bab 2

Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

A. Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Tugas Mandiri

1. Keberadaan Undang-Undang Dasar atau konstitusi
merupakan suatu keharusan ada pada setiap negara.
Hal tersebut memberikan pengertian kepada penguasa
dan masyarakat yang ada di negara tersebut tetang
dasar-dasar ketatanegaraan dan cara penyelengaraan
negara. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Dasar
negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak rakyat dan
kewajiban negara kepada rakyatnya. Hal yang serupajuga
diberlakukan oleh rakyatnya untuk mematuhi aturan yang
ada di dalam konstitusi.
Menurut L.J. Van Apeldoorn Undang-Undang Dasar
adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi.

Pemahaman tentang Undang-Undang Dasar 1945 adalah
keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan
Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan).

Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas tiga
bab, yakni:

a. Pembukaan;

b.  Batang Tubuh (pasal-pasal); serta

c.  Penjelasan tiap-tiap pasal.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membuatnya
mempunyai nilai-nilai pokok kaidah fundamental, antara
lain sebagai berikut.

Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan
diwujudkan dalam pasal-pasal UUD.

Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa.
Cita-cita nasional.

Pernyataan kemerdekaan.

Tujuan negara.

Kedaulatan rakyat.

Dasar negara Pancasila.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru

B. Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Tugas Mandiri
1.  Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Karena itu, Undang-
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Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum tertinggi

setelah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Menurut Bryce, alasan suatu negara membutuhkan adanya

Undang-Undang Dasar, antara lain sebagai berikut.

a. Adanya kehendak para warga negara yang
bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan
bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para
penguasa negara tersebut.

Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau
rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau
sistem tertentu atas pemerintah negaranya.
Adanya kehendak para pembentuk negara baru
tersebut agar terdapat kepastian tentang cara
penyelenggaraan ketatanegaraannya.

Adanya kehendak dari beberapa negara yang
pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja
sama.

Ada dua pengertian tentang kedudukan Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai norma hukum, antara lain sebagai

berikut.

1)  Sebagai norma hukum maka UUD 1945 bersifat
mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga
negara atau lembaga masyarakat, dan setiap warga
negara Indonesia.

2)  Berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar
hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus
dilaksanakan dan ditaati.

Sistem konvensi adalah peraturan-peraturan pelengkap

yang muncul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan.

Sebagai contoh adalah pembuatan Undang-Undang,

KePres (Keputusan Presiden), PerMen (Peraturan

Menteri), dan lain sebagainya.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang

tertulis, sehingga sifat Undang-Undang Dasar 1945

adalah tertulis. Karena sifatnya yang tertulis membuat

semua warga negara Indonesia harus mematuhi dan
menjalankan perintah yang ada dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Mengikat berarti penguasa dan rakyat tidak

boleh melanggar pasal-pasal yang ada di dalam Undang-

Undang Dasar 1945.

Tugas Kelompok

Kebijaksanaan guru

C. Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum
Nasional

Tugas Mandiri

1. Pada dasarnya pembuatan peraturan perundang-
undangan ditujukan untuk menggapai cita-cita dan tujuan
nasional. Pada pelaksanaannya peraturan perundangan-
undangan mengikat bagi semua pihak, baik itu penguasa
atau warga negara.
Negara akan mengalami kekacauan dan bahkan bisa
mengalami bubar atau hancur.
Pihak yang berwenang untuk membuat peraturan
perundang-undangan di suatu negara adalah negara atau
pemerintah.
Landasan idiil peraturan perundang-undangan adalah
Pancasila.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan
amanat yang dituangkan dalam Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru
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D. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Tugas Mandiri

1.

Hal itu dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945

merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu,

semua orang yang berada di Indonesia wajib mematuhi
semua pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang

Dasar.

Sebagai konstitusi maka Undang-Undang Dasar 1945

harus memiliki dua komponen penting, yakni sebagai

berikut.

a.  Undang-Undang Dasar tidak boleh terlalu mudah

diubah karena akan merendahkan simbol Undang-
Undang Dasar itu sendiri.
Undang-Undang Dasar hendaknya tidak terlalu
sukar untuk dirubah agar generasi yang akan datang
tidak terlalu terkekang sehingga bertindak diluar
ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang
Dasar itu sendiri.

Sistem perubahan Undang-Undang Dasar dengan

model pembaruan adalah perubahan konstitusi secara

keseluruhan sehingga yang dibeerlakukan merupakan
sistem konstitusi baru.

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan

amendemen adalah MPR (Majelis Permusyawaratan

Rakyat).

Untuk dapat merubah suatu pasal yang ada di dalam

Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan berbagai

macam syarat, antara lain sebagai berikut.

a.  Quorum adalah 2/3 dari anggota MPR.

b.  Usulan perubahan Undang-Undang Dasar harus
diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir.

Tugas Kelompok
kebijaksanaan guru

Uji Kompetensi 2

A.

1.
2.

Pilihan Ganda

d. E.CS. Wade

b. 37

Pembahasan:

Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 20
Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 pasal (Pasal 1
sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

d.  konvensi

d. 14 November 1945

a.  presiden

Pembahasan:

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu atau Perppu) adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden
dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Adapun
materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang adalah sama dengan materi muatan undang-
undang. Selain itu, Perpu juga ditandatangani oleh
presiden.

c. Inggris

Pembahasan:

Kata “constitution” berasal dari bahasa Inggris yang
memiliki pengertian keseluruhan peraturan baik tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat
mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan.

c. 16 Agustus

c.  LJ.Van Apeldoorn

b. 4

Pembahasan:

Bunyi pembukaan UUD 1945 tersebut adalah sebagai
berikut.

Alinea 1

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
peri kemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea 2

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea 3

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan
dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Alinea 4

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut elaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

2/3
17 Agustus 1950 — 5 Juli 1959
Keputusan Gubernur
4 Ayat 1
menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
Keputusan Menteri
pengaturan lebih lanjut dari ketetapan MPR
a.  UUDdibentuk dengan menurut cara yang istimewa
yang berbeda dengan UU biasa
Pembahasan:
Di dalam tata urutan perundang-undangan RI menurut
Mirriam Budiharjo, UUD 1945 memiliki kedudukan yang
istimewa dibandingkan UU lainnya karena beberapa hal
berikut.
a.  UUDdibentuk dengan menurut cara yang istimewa
yang berbeda dengan UU biasa.
b.  UUD dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap
sesuatu yang luhur.
UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita
bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi
kenegaraan suatu bangsa.
d.  UUD memuat garis besar tentang dasar dan
negara.
c.  naskah pengganti, yaitu jika perubahan teks sangat
mendasar
Pembahasan:
Menurut Prof Dr. Jimly Assidiqi seorang ahli hukum,
ada tiga bentuk perubahan Undang-undang dasar, yaitu
sebagai berikut.
a. Perubahan naskah, yaitu apabila perubahan dalam
teks menyangkut hal-hal tertentu.
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Penggantian naskah lama dengan naskah baru, yaitu
apabila perubahannya cukup mendasar.

Naskah tambahan (addendum) yang terpisah dari
naskah asli.

sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Pembahasan:

Amendemen terhadap sebuah konstitusi sah secara

hukum apabila sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. tujuan

Pembahasan:

Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara

dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh

Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah

satu tujuan dari amandemen

c.  UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu

luwes (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari

satu tafsir

Pembahasan:

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya

perubahan UUD 1945, antara lain sebagai berikut.

a.  UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif
dan legislatif, khususnya dalam membentuk
undang-undang.

UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu
luwes (fleksibel), sehingga dapat menimbulkan lebih
dari satu tafsir (multitafsir).

Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali
diperlakukan dan memiliki kekuatan hukum seperti
pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945.

a. 18 Agustus 2000

Pembahasan :

Amendemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus

2000

b.  langsung

Pembahasan:

Pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula secara

tidak langsung setelah amendemen pemilihan presiden

dan wakil presiden dipilih secara langsung

d. mengganti

Pembahasan:

Perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia

1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD itu

sendiri bukan untuk mengganti.

a.  pembukaan
Pembahasan

Karena pembukaan UUD 45 merupakan tekad bangsa
Indonesia semenjak belum merdeka dan maka itulah tidak
dapat diubah.

c.  menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum
Pembahasan:

Bentuk-bentuk partisipasi warga negara terhadap
pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen dapat dilakukan
dalam bidang politik yaitu menggunakan hak pilih dalam
pemilihan umum.

Isian

hukum dasar yang tertulis

setiap warga negara Indonesia
pembaharuan (renewal) dan perubahan (amendemen)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Undang-Undang Dasar 1945

hak-hak asasi manusia

fleksibel

27 Desember 1949

Dewan Pertimbangan Agung DPA

10 Agustus 2002
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Hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik
penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR/DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah
yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II
Aturan Tambahan). Pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang
di dalam alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila,
dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 20
bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 pasal (Pasal 1
sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Adapun suatu sistem politik, pada umumnya harus
memiliki kemampuan memenuhi lima fungsi utama, yaitu
sebagai berikut.
mempertahankan pola.
pengaturan dan penyelesaian ketegangan atau konflik.
penyesuaian.
pencapaian tujuan.
e.  integrasi.
K.C. Where mengemukakan empat macam prosedur
dalam mengubah undang-undang dasar, antara lain
sebagai berikut.
a.  Beberapa kekuatan yang bersifat primer.
b.  Perubahan yang diatur dalam undang-undang
dasar.
c.  Penafsiran secara hukum.

d. Kebiasaan yang terdapat dalam bidang
ketatanegaraan.

Beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan,

antara lain sebagai berikut.

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan
Indonesia adalah bentuk peraturan perundangan
yang tertinggi, sehingga semua peraturan
perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan
dengannya.

Setiap peraturan perundangan harus berdasar
dan bersumber dengan tegas pada peraturan
perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi
tingkatnya.

Peraturan perundangan dari tingkat urutan
yang lebih rendah, merupakan penjabaran atau
perumusan lebih rinci dari peraturan perundangan
yang lebih tinggi tingkat urutannya. Hal ini berarti
pula bahwa peraturan perundangan yang lebih
rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Peraturan perundangan pada asasnya tidak dapat
berlaku surut, kecuali apabila dinyatakan dengan
tegas dan demi kepentingan umum.

Peraturan perundangan yang dibuat oleh pejabat
yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih
tinggi pula.

Perundang-undangan di pusat, antara lain sebagai

berikut.

Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR (S).

Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah.

Keputusan Presiden.

Keputusan Menteri.

Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non-

departemen.

Keputusan Direktur Jenderal Departemen

Keputusan Kepala Badan Negara.
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Undang-undang dasar memiliki fungsi sebagai berikut.
a.  Sebagai hukum dasar bagi pembentukan lembaga-
lembaga negara, fungsi, dan hubungannya antara
satu dengan yang lain.
Mengatur hubungan antara negara dengan warga
negara.
Memuat cita-cita serta tujuan negara.

C.F Strong mengatakan bahwa prosedur perubahan
Undang-Undang Dasar ada empat macam cara
perubahannya, antara lain sebagai berikut.

a.  Perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan
oleh pemegang kekuasa legislatif, tetapi menurut
pembatasan-pembatasan tertentu.

Perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan
oleh rakyat melalui suatu referendum.

Perubahan Undang-Undang Dasar dan ini berlaku
dalam negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah
negara bagian.

Perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan
dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu
lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk
keperluan perubahan.

Berikut beberapa kewenangan dalam mengubah Undang-

Undang Dasar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

antara lain sebagai berikut.

a.  Quorum adalah 2/3 dari anggota MPR.

b.  Usulan perubahan Undang-Undang Dasar harus
diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir.

Perbaikan

Beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan,
antara lain sebagai berikut.

a.  Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah bentuk peraturan perundangan
yang tertinggi, sehingga semua peraturan
perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan
dengannya.
Setiap peraturan perundangan harus berdasar
dan bersumber dengan tegas pada peraturan
perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi
tingkatnya.
Peraturan perundangan dari tingkat urutan
yang lebih rendah, merupakan penjabaran atau
perumusan lebih rinci dari peraturan perundangan
yang lebih tinggi tingkat urutannya. Hal tersebut
berarti pula bahwa peraturan perundangan
yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangan yang
lebih tinggi.
Peraturan perundangan pada asasnya tidak dapat
berlaku surut, kecuali apabila dinyatakan dengan
tegas dan demi kepentingan umum.
Peraturan perundangan yang dibuat oleh pejabat
yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih
tinggi pula.
Referendum merupakan suatu proses pemungutan suara
semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama
keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara
keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen
konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan
wilayah suatu negara.
Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri dari
Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16
ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat
dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat
atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan
Tambahan), serta Penjelasan.
Peraturan Pemerintah mempunyai fungsi, antara lain
sebagai berikut.

Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-
undang yang tegas-tegas menyebutnya.
Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut,
ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur
meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Berikut kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar.

a.  UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis
tertinggi setiap produk hukum, seperti Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda,
dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan
UUD 1945.

UUD 1945 berfungsi sebagai alat pengawas untuk
memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah
sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Menurut Miriam Budiardjo, ada empat macam prosedur

yang dapat digunakan untuk mengubah suatu Undang-

Undang Dasar, antara lain sebagai berikut.

a.  Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat,
misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang
yang membicarakan usul perubahan Undang-
Undang Dasar dan jumlah minimum anggota badan
legislatif untuk menerimanya.

Referendum atau plebisit.

Negara-negara bagian dalam negara federal, seperti
Amerika Serikat, % dari 50 negara bagian harus
menyetujui.

d. Musyawarah khusus seperti di beberapa Negara
Amerika Latin.

Jenis peraturan perundangan di tingkat daerah, antara

lain sebagai berikut.

a.  Peraturan Daerah Provinsi.

b.  Keputusan Gubernur.

c.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

d.  Keputusan Bupati/Walikota.

Pada dasarnya, Ketetapan MPR berfungsi mengatur tugas

dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-

undang Dasar 1945.

Fungsi keputusan presiden yang berisi pengaturan adalah

sebagai berikut.

a.  Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam
rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
(sesuai Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945).
Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam peraturan pemerintah yang
tegastegas menyebutnya.

Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan lain dalam peraturan pemerintah
meskipun tidak tegas-tegas menyebutkannya.

Keputusan kepala desa berfungsi sebagai pelaksanaan

peraturan desa dan pelaksanaan kebijaksanaan kepala desa

dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
di desa.

Pengayaan
Kebijaksanaan guru

Ulangan Tengah Semester

A.

1.

Pilihan Ganda

d. jiwabangsaIndonesia yang sudah ada sejak dahulu
dan turun temurun

Pembahasan:

Menurut Ir. Soekarno Pancasila merupakan jiwa bangsa

Indonesia yang sudah ada sejak dahulu dan turun

temurun.

a.  Prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai
hamba Tuhan.

(20,
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Pembahasan:

Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila II : Kemanusiaan

yang adil dan beradab, antara lain sebagai berikut.

a.  Menghargai orang lain.

b.  Saling tenggang rasa.

c.  Menjunjung tinggi HAM.

d. Prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai
hamba Tuhan.

c.  kesetiaan terhadap pemimpinnya

Pembahasan:

Warga negara yang baik harus memiliki terhadap empat

hal berikut ini.

Kesetiaan terhadap ideologi negaranya.

Kesetiaan terhadap konstitusi negaranya.
Kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kesetiaan terhadap kebijakan pemerintah.
sosiologis

Pembahasan:

Sikap setia terhadap ideologi Pancasila sangat penting

dikembangkan karena alasan berikut.

a.  Alasan sejarah Nilai-nilai Pancasila telah dimiliki
oleh bangsa Indonesia sejak zaman sebelum
kemerdekaan republik Indonesia.

Alasan sosiologis Melemahnya kepercayaan
terhadap ideologi Pancasila akan membahayakan
persatuan dan kesatuan bangsa.

Ancaman ideologi lain Masuknya ideologi lain,
seperti komunisme, liberalisme, dan marxisme dapat
membahayakan ideologi Pancasila.

a.  nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat
sistematis, rasional, dan menyeluruh

Pembahasan:

Pancasila sebagai ideologi negara secara struktur memiliki

tiga dimensi berikut.

a.  Dimensiidealis, artinya nilai dasar yang terkandung
dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan
menyeluruh.

Dimensi normatif (aturan), artinya nilai yang
terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam
suatu sistem norma sebagaimana yang terkandung
dalam norma kenegaraan.

Dimensi realistis (kenyataan), artinya nilai-nilai
tersebut harus mampu mencerminkan kenyataan
hidup dan perilaku yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat.

a.  kelima

Pembahasan:

Bunyi Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, dan diterapkan dengan bekerja

keras dan hidup sederhana.

d. kedua

Pembahasan:

Bunyi Pancasila sila kedua adalah kemanusiaan yang

adil dan beradab. Merusak sarana sekolah, termasuk

perbuatan yang melenceng dari nilai sila kedua.

a.  belum dihayati dan belum diamalkan

Pembahasan:

Pemberontakan G30 S /PKI merupakan peristiwa berdarah

yang sangat menggemparkan negara Indonesia oleh partai

PKI yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

b.  kedua

Pembahasan:

Bunyi Pancasila sila kedua adalah kemanusiaan yang adil

dan beradab. Mengembangkan sikap saling mencintai

sesama manusia merupakan pencerminan nilai Pancasila
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sila kedua.

b.  kedua

Pembahasan:

Bunyi Pancasila sila kedua adalah kemanusiaan yang adil

dan beradab. Tidak bersikap boros, merupakan sikap yang

sesuai dengan Pancasila sila kedua.

d.  keempat

Pembahasan:

Sila keempat mengajarkan dalam hal musyawarah

mencapai mufakat, sehingga tidak dibolehkan

mengambilkan putusan sendiri tanpa permufakatan
orang banyak.

c. pengakuan bangsa Indonesia

Pembahasan:

Nilai yang terkandung dalam persatuan Indonesia, antara

lain sebagai berikut.

a.  Mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan
bangsa.

b.  Mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air
Indonesia.

Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar
Bhinneka Tunggal Ika.

e.  Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan
bangsa.

d. (1), (2),dan(3)

Pembahasan:

Arti penting ideologi bagi suatu bangsa yaitu sebagai

berikut.

a. Memberi arah yang mantap menuju tujuan
masyarakat.

b.  Membentuk identitas bangsa.

c.  Guna mengatasi berbagai konflik dan ketegangan
sosial.

d. Memperdalam dinding pemisah dari berbagai
keanekaragaman kehidupan.

b.  realita

Pembahasan:

Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi

sebagai berikut.

a.  Dimensirealita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada
ideologi itu yang mencerminkan kenyataan yang
hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir
atau muncul untuk pertama kalinya.

Dimensi idealisme, yaitu kualitas ideology
yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu
memberikan harapan kepada berbagai kelompok
atau golongan masyarakat tentang masa depan
yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik
kehidupan bersama sehari-hari.

Dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi
dalam memengaruhi dan menyesuaikan diri dengan
perkembangan masyarakatnya. Memengaruhi ialah
ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa
menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang
tercermin dalam nilai dasarnya.

b.  bersifat individualis

Pembahasan:

Cukup jelas dalam soal.

c.  menggalang kegiatan sosial.

Pembahasan:

Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam

ingkungan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

a.  Manggalang kegiatan sosial.

b. Menggalakkan program jaring pengaman sosial

l.n-@




dengan tepat sasaran.
Menggalakkan program padat karya dan
memanfaatkan lahan tidur.
Menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh.
Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
penganggur.
Meningkatkan semangat gotong royong dan
kekeluargaan.

. Kesaktian Pancasila

Pembahasan:

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1

Oktober, harus dijadikan sebagai kesempatan untuk

merefleksikan tentang pemaknaan nilai-nilai dan

Kesaktian Pancasila itu sendiri. Hal tersebut penting

khususnya bagi generasi muda bangsa ini. Generasi baru

tidak akan memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan
atas bangsa ini tanpa mengenali sesungguhnya sejarah
kehidupannya.

d.  melihat

Pembahasan:

Pada dasarnya istilah ideologi itu sendiri berasal dari

bahasa Yunani, yaitu idein yang bermakna melihat.

b.  Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pembahasan:

Dalam sila kemanusiaan adil dan beradab mengacu pada

persamaan HAM.

c.  menghormati orang yang sedang beribadah

Sila ini beruhubungan terhadap perilaku kita untuk selalu

bermusyawarah dalam menyelesesaikan masalah. Berikut

contoh sikap yang mencerminkan di sila Keempat :

a.  Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam menyelesaikan permasalahan.
Menghargai hasil musyawarah.

Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan
pilkada.
Memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang
telah terpilih.
Yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu
membawa aspirasi rakyat.
Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada
orang lain.
Menghormati dan menghargai pendapat orang
lain.
Berhati besar untuk menerima keputusan apapun
yang dihasilkan oleh musyawarah.
Bekerja sama untuk mempertanggung jawabkan
keputusan tersebut.
usaha bersama untuk mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial

. terbuka

Pembahasan:

Ideologi terbuka merupakan ideologi yang mampu

mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis

atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang
merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri.

c.  kaku

Pembahasan:

Pancasila merupakan ideologi kaku karena nilai dasar

Pancasila tetap dan tidak mengalami perubahan.

d. penyaringan masuknya ideologi asing

Pembahasan:

Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan

ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai

a.  Perbandingan perkembangan ideologi
Penyaring masuknya ideologi asing
Perpaduan filsafat dan ideologi
Perebutan hegemoni filsafat
Unsur ideologi setiap bangsa

25.

O 0 NGO =
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a. menerima dan mengembangkan pemikiran-
pemikiran asing tanpa batas

Pembahasan:

Kekuatan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia

yaitu :

a.  memiliki nilai-nilai dasar yang kuat dan tumbuh
dari budaya bangsa Indonesia

b. memiliki kekuatan sejarah perjuangan bangsa
Indonesia

c.  memiliki pedoman yang untuk menangkal segala
bentuk ancaman

Isian

dasar negara

pedoman hidup

pandangan hidup bangsa

kemanusiaan yang adil dan beradab

kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD

BPUPKII

ketiga

22 Tahun 1999

Kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan

Perwakilan Desa

DPR dalam keadaan normal

Uraian

Berikut bunyi sila dalam Pancasila.

a.  Ketuhanan Yang Maha Esa.

b Kemanusiaan yang adil dan beradab.

c.  Persatuan Indonesia.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan
kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan
perwakilan.

e.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ir. Soekarno bersekolah pertama kali di Tulung Agung

kemudian pindah ke Eerste Inlandse School di Mojokerto.

Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke

Europeesche Lagere School (ELS) untuk memudahkannya

diterima di Hoogere Burger School (HBS). Pada tahun

1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya

di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya,

Jawa Timur. Setelah tamat dari HBS Surabaya bulan

Juli 192, bersama Djoko Asmo rekan satu angkatan di

HBS, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoogeschool te

Bandoeng (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil

jurusan teknik sipil pada tahun 1921 dan tamat pada tahun

1926.

Contoh perwujudan sikap cinta tanah air, antara lain

sebagai berikut.

Berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan
benar.

Mencintai produksi dalam negeri.

Melestarikan lingkungan hidup di sekitarmu.
Belajar dan bekerja keras untuk masa depanmu.
Melakukan kegiatan yang mengharumkan nama
bangsa dan negara.

Fungsi keputusan kepala daerah adalah menyelenggarakan

pengaturan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah

yang bersangkutan dan tugas-tugas pemerintahan.

Ekaprasetia Pancakarsa berarti tekad yang tunggal untuk

melaksanakan lima kehendak. Lima kehendak itu, tidak

lain adalah kelima sila dari Pancasila.

Bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan

berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam

masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa
orang harus taat kepada ideologi tersebut.
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“Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat
semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan
bangsawan, maupun golongan yang kaya”

Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan

yang bulat, sehingga tidak dapat dipisahpisahkan satu

sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas.

Ideologi merupakan suatu yang sangat penting bagi

kelangsungan hidup sebuah bangsa. Hal tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

a.  Ideologi memberikan inspirasi akan cita-cita.

b.  Ideologi memberikan kejelasan identitas akan cita-
cita.

Ideologi dapat mempersatukan keanekaragaman.
Ideologi merupakan pendorong dalam mencapai
tujuan masyarakat.

Ideologi dapat mengatasi berbagai ketegangan
sosial.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya adalah

sebagai berikut.

a.  Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki
makna yang terdalam menunjukkan adanya
sifatsifat yang umum universal dan abstrak karena
merupakan suatu nilai.

Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang
masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam
adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun
dalam kehidupan keagamaan.

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar,
sehingga merupakan sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia.

Perbaikan

1.

Berikut bunyi sila dalam Pancasila.

a.  Ketuhanan Yang Maha Esa.

b.  Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

c.  Persatuan Indonesia.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan
Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan dan
Perwakilan.

e.  Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ir. Soekarno bersekolah pertama kali di Tulung Agung

kemudian pindah ke Eerste Inlandse School di Mojokerto.

Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke

Europeesche Lagere School (ELS) untuk memudahkannya

diterima di Hoogere Burger School (HBS). Pada tahun 1915,

Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan

berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur.

Setelah tamat dari HBS Surabaya bulan Juli 192, bersama

Djoko Asmo rekan satu angkatan di HBS, Soekarno

melanjutkan ke Technische Hoogeschool te Bandoeng

(sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan

teknik sipil pada tahun 1921 dan tamat pada tahun 1926

Contoh perwujudan sikap cinta tanah air, antara lain

sebagai berikut.

Berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan
benar.

Mencintai produksi dalam negeri.

Melestarikan lingkungan hidup di sekitarmu.
Belajar dan bekerja keras untuk masa depanmu.
Melakukan kegiatan yang mengharumkan nama
bangsa dan negara.

Fungsi keputusan kepala daerah adalah menyelenggarakan

pengaturan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah

yang bersangkutan dan tugas-tugas pemerintahan.

Ekaprasetia Pancakarsa berarti tekad yang tunggal untuk

melaksanakan lima kehendak. Lima kehendak itu, tidak

lain adalah kelima sila dari Pancasila.

Bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan

berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam

masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa

orang harus taat kepada ideologi tersebut.

“Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat

semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan

bangsawan, maupun golongan yang kaya”

Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan

yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu

sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas.

Ideologi merupakan suatu yang sangat penting bagi

kelangsungan hidup sebuah bangsa. Hal tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

a.  Ideologi memberikan inspirasi akan cita-cita.

b.  Ideologi memberikan kejelasan identitas akan cita-
cita.

c.  Ideologi dapat mempersatukan keanekaragaman.

d.  Ideologi merupakan pendorong dalam mencapai
tujuan masyarakat.

e. Ideologi dapat mengatasi berbagai ketegangan
sosial.

Fungsi Keputusan Badan Negara antara lain sebagai

berikut.

a)  Menyelenggarakan pengaturanlebih lanjutketentuan
dalam undang-undang yang mengatribusikan dan
Peraturan Pemerintah yang bersangkutan,

b) Menyelenggarakan secara umum dalam rangka
penyelenggaraan fungsi dan tugasnya.

Pengayaan
Kebijaksanaan guru

BAB 3
Memaknai Peraturan Perundang-Undangan

A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia

Tugas Mandiri

1.

Indonesia sebagai negara hukum tertulis pada Pasal 1 Ayat
3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara
Indonesia adalah negara hukum.

Biasanya sanksi dari hukum tidak tertulis berupa
teguran.

Pengertian Peraturan Perundang-undangan menurut UU
No. 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.

Hukum tetinggi di Indonesia adalah Undang-Undang
Dasar 1945.

Maksud dari tujuan yang jelas adalah pembuatan
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang
hendak dicapai. Misalnya aturan tentang pemakaian helm
saat berkendara, yang bertujuan agar pengendara aman
saat mengalami kecelakaan.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru

B.

Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Tugas Mandiri

1.
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Nama produk hukum buatan MPR adalah Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Tap MPR.

Pihak yang berhak mengeluarkan Perpu adalah
Presiden.

Materi muatan Peraturan Pemerintah merupakan materi
untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya. Peraturan pemerintah ditandatangani oleh
presiden.

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.
Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang
diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP), atau materi
untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru

C.

Menampilkan Sikap sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan

Tugas Mandiri

1.

2.

Agar kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain saat
berkendara di jalan raya.
Memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan
hukum, artinya tidak hanya sekedar tahu tetapi
mengetahui isi peraturannya. Misalnya orang yang selalu
taat membayar pajak karena apabila tidak membayar,
maka akan dikenakan sanksi.
Sejak kecil harus dididik untuk selalu mematuhi dan
melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun
yang berlaku secara nasional (Indoctrination).
Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum
karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan
berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula
karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu
kebiasaan (habit) sehingga tanpa sadar dia melakukan
perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sikap membiasakan perilaku tertib berlalu lintas antara
lain sebagai berikut.
a.  Teratur dalam berkendara di jalan.
b.  Mematuhi peraturan/rambu-rambu lalu lintas yang
ada.
Dalam menggunakan motor jangan memenuhi
kapasitas.
Memakai helm agar tidak terjadi apa apa.
Menmiliki surat izin mengemudi.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru

Uji Kompetensi 3

A.

1.

Pilihan Ganda

d. Undang-undang yang bersifat umum
menyesampingkan undang-undang bersifat khusus.

Pembahasan:

Asas yang tidak digunakan dalam penyusunan peraturan

perundag-undangan ialah undang-undang yang bersifat

umum mengesampingkan UU yang bersifat khusus.

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Pembahasan:

Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan

jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri

atas sebagai berikut.

Undang- Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden.
Peraturan Daerah Provinsi.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

. Mahkamah Agung

Pembahasan:

Suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-

undang yang bertentangan dengan undang-undang

pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung.

d.  Makamah Konstitusi

Pembahasan:

Makamah Konstitusi bertugas untuk menguji kembali

undang-undang yang sudah diundangkan oleh pemerintah

dan DPR. Apabila Undang-Undang tersebut melanggar
nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka
undang-undang tersebut dapat dibatalkan.

a.  peraturan pemerintah

Pembahasan:

Guna melaksanakan suatu undang-undang, maka

dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah. Jadi, Peraturan

Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari

suatu undang-undang

c.  kesenangan

Pembahasan:

Tata cara perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 78

Keputusan MPR Nomor 7/MPR /2004 sebagai berikut.

a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota majelis.

b Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan
untuk diubah beserta alasannya.

Usul diajukan kepada pimpinan majelis dan
pimpinan majelis mengadakan rapat pimpinan
majelis untuk membahas usul tersebut paling lambat
sembilan puluh hari sejak diterimanya usul.
Apabila rapat pimpinan Majelis menilai usul
perubahan telah memenuhi persyaratan, pimpinan
Majelis mengundang anggota untuk melaksanakan
sidang Majelis.

d. DPR atau Presiden

Pembahasan:

RUU dapat berasal dari DPR atau presiden. RUU dari DPR

diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi,

atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani
bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

RUU yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri

atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

c.  perpu

Pembahasan:

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

a.  peraturan pemerintah

Pembahasan:

Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

a.  presiden

a.  menaati norma-norma yang berlaku

Pembahasan:

Perbuatan yang mencerminkan patuh pada peraturan,

antara lain, sebagai berikut.

a. Menjaga semangat persatuan dan kesatuan.

b.  Menaati norma-norma yang berlaku.
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Menghindarkan perbuatan yang merugikan
masyarakat.
Memupuk kesetiakawanan sosial.
Bersama-sama menjaga nama baik masyarakat.
peraturan perundang-undangan
Komisi/Panitia Ad Hoc
menyempurnakan aturan dasar mengenai tata
negara
3 dan 37
Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan
peraturan perundangan yang tertinggi dalam
negara
Pembahasan:
Kedudukan konstitusi atau UUD 1945 dalam peraturan
perundang-undangan negara Indonesia adalah Undang-
Undang Dasar 1945 itu merupakan peraturan perundangan
yang tertinggi dalam negara.
b. I
Pembahasan:
Visi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara bangsa
yang merdeka dengan jelas diungkapkan dalam alinea
kedua, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur.
c.  membantu negara lain yang membutuhkan
Pembahasan:
Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama.
d.  keempat
Pembahasan:
Alinea keempat mengatur beberapa segi yang mendasari
penyelenggaraan kehidupan bernegara yang disebut
pokok kaidah negara yang fundamental.
c. 13 Juli 1945
Pembahasan:
Tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang hukum Dasar
berhasil menghimpun usulan penting.
d. (2),0),(1), (4),dan (5)
Pembahasan:
Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai
berikut.
a.  Undang-Undang Dasar 1945.
b.  Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-
Undang (Perpu).
Peraturan Pemerintah (PP).
Peraturan Presiden (Perpres).
e.  Peraturan daerah, terdiri atas:perda provinsi, perda
kabupaten/kota, dan peraturan desa.
b.  tidak berlaku lagi
Pembahasan:
Apabila Perpu ditolak oleh anggota DPR maka Perpu
tersebut tidak berlaku lagi.
c.  membantu negara lain yang membutuhkan
Pembahasan:
Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama.
d. undang-undang yang bersifat umum
mengesampingkan undang-undang bersifat
khusus.

Pembahasan:

Asas yang tidak digunakan dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan ialah Undang-Undang yang bersifat
umum mengesampingkan UU yang bersifat khusus.

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945
Pembahasan:
Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan
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jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri
sebagai berikut.

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah.

Peraturan Presiden.
Peraturan Daerah Provinsi.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Isian

Majelis Permusyawaratan Rakyat
ketetapan MPR

DPRD dan Gubernur

seluruh rakyat Indonesia
mematuhi peraturan lalu lintas
konvensi

umum

hangus kekuatannya / berakhir masa berlakunya
DPR

dibuat

Uraian

Dalam UU Nomor12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri

atas sebagai berikut.

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.

d.  Peraturan Pemerintah.

e.  Peraturan Presiden.

f.  Peraturan Daerah Provinsi.

. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam UU 12/2011, proses pembuatan undang-undang

diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23, Pasal 43

sampai dengan Pasal 51, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal

Dalam proses pembentukan undang-undang, pembicaraan
tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat
paripurna berisi:

a.  penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat
mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil
pembicaraan tingkat I;
pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-
tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta
oleh pimpinan rapat paripurna; serta

c.  pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh
menteri yang mewakilinya

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (atau
disingkat perpu) adalah peraturan perundangundangan
yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa. materi muatan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang adalah sama
dengan materi muatan undang-undang.

Tahap penyusunan peraturan pemerintah antara lain

sebagai berikut.

a.  Tahap persiapan rancangan Peraturan Pemerintah
(PP).

b. Rancangan PP disiapkan oleh menteri sebagai
pimpinan departemen atau kepala pemerintah
nondepartemen.

Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan
presiden sesuai Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian
diundangkan oleh Sekretaris Negara.
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Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang
diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi
untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan.

Penyusunan Perpres berdasarkan UU Nomor 12 tahun

2011 ialah sebagai berikut.

a.  Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden,

pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian.
Pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan panitia antarkementerian dan/
atau antarnonkementerian, pengharmonisasian,
penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden diatur dalam PeraturanPresiden.

Proses penyusunan perda provinsi ialah sebagai

berikut.

a.  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal
dari DPRD Provinsi atau gubernur.

b. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai
dengan penjelasan atau keterangan dan/atau
Naskah Akademik.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat
diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi,
atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus
menangani bidang legislasi.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah
disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan

surat pimpinan DPRD Provinsi kepada gubernur.
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan
oleh gubernur disampaikan dengan surat pengantar
gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi
dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang
dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi
dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang
disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai
bahan untuk dipersandingkan.
Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala
daerah (gubernur).

Perbaikan

1.

Setiap warga masyarakat wajib mematuhi peraturan
perundang-undangan, baik masyarakat kecil, pejabat,
anggota TNI, anggota Polri, PNS, maupun tokoh
masyarakat.

Guna melaksanakan peraturan diperlukan kesadaran pada
diri orang masing-masing, dan kerja sama antarwarga,
pejabat, para penegak hukum dan sebagainya.

Hasil dari pelaksanaan aturan dalam masyarakat adalah
ketenteraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan UU antiteroris adalah dengan tidak
membuat kerusuhan dan teror.

Kebiasaan yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan
UU lalu lintas adalah mematuhi peraturan lalu lintas
ketika berkendara.

Isi Pasal 37 Ayat (3) UUD 1945 ialah untuk mengubah
pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

Tata cara perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 78

Keputusan MPR No. 7/MPR /2004 sebagai berikut.

a.  Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 darijumlah
anggota majelis.

b.  Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan
untuk diubah beserta alasannya.

Usul diajukan kepada pimpinan majelis dan
pimpinan majelis mengadakan rapat pimpinan
majelis untuk membahas usul tersebut paling lambat
sembilan puluh hari sejak diterimanya usul.
Apabila rapat pimpinan majelis menilai usul
perubahan telah memenuhi persyaratan, pimpinan
majelis mengundang anggota untuk melaksanakan
sidang majelis.

Proses yang harus dipenuhi jika MPR akan mengubah
UUD 1945 adalah dilakukan dalam sidang majelis;
diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR;
usul diajukan secara tertulis; sidang dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 anggota majelis; putusan untuk mengubah
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 orang; khusus
bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan.

Dalam pembentukan UUD 1945, putusan majelis dilakukan

melalui tiga tingkatan. Tingkat I adalah pembahasan oleh

rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan
pimpinan dan dilanjutkan pemandangan umum fraksi-
fraksi dan kelompok anggota.

Putusan Majelis Tingkat Il adalah pengambilan putusan

oleh rapat paripurna Majelis setelah mendengar laporan

dari pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis dan bila mana
perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi dan kelompok
anggota.

Pengayaan
Kebijaksanaan guru

Ulangan Akhir Semester

A.

1.

Pilihan Ganda

a.  pengetahuan

Pembahasan:

Ideologiberasal dari kata idea, artinya pemikiran, konsep,
atau gagasan dan logos, artinya pengetahuan.

b. Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966

Pembahasan:

Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum)
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan
Nomor XX/MPRS/1966 (Jo Ketetapan MPR No. V/
MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978).

a.  Majapahit.

Pembahasan:

Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang hidup pada
masa Kerajaan Majapahit.

c. 18 Agustus 1945

Pembahasan:

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk
menetapkan tiga keputusan penting, yaitu menetapkan
UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan
membentuk KNIP untuk membantu presiden.

a.  dasar negara

Pembahasan:

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila
dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan
pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR
Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar
nasional”.

c.  jiwa dan kepribadian bangsa
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Pembahasan:

Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa

Indonesia.

a. rigid

Pembahasan:

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau

hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi

yang dapat digolongkan kaku dan luwes. UUD 1945

dikatakan kaku karena untuk mengubah UUD itu

bukanlah hal yang mudah. Hal ini terlihat dalam Pasal

37 Ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk

mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya

2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan

Rakyat harus hadir.

d. MK

Pembahasan:

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia

memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat fi nal untuk menguiji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

c. MPR

MPR adalah Lembaga negara yang memiliki kewenangan

untuk mengubah UUD 1945

a. Perda

Pembahasan:

Berikut tata urutan peraturan perundang-udangan.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan MPR
UU/Perppu
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

. keadilan kelompok atau golongan

Pembahasan:

Soepomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka,

yaitu sebagai berikut.

. Persatuan.
Kekeluargaan.
Keseimbangan lahir dan batin.
Musyawarah.
Keadilan rakyat.
ideologi Pancasila tidak perlu digali lagi karena
sudah sesuai dengan buku Negara Kertagama

Pembahasan:

Mengapa Pancasila sebagai Ideologi karena pancasila

menjadi landasan dasar dalam berpikir, bertindak dan

pengambilan keputusan bagi masyarakat maupun
pemerintah.

b.  terlibat tawuran antar kampung

Pembahasan:

Terlibat tawuran antar kampung merupakan contoh

perilaku yang melenceng dari persatuan dan kesatuan.

c. selalu bermusyawarah dalam mengambil
keputusan

Pembahasan:

Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan

merupakan pengamalan sila Kemanusian yang Adil dan
Beradab

a.  sosial

Tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku
dan jenis kulit merupakan perwujudan taat perundang-
undangan dalam bidang sosial.

b.  DPR dan presiden

Pembahasan:

Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat oleh DPR
dan presiden.

keputusan bupati
Pembahasan:
Keputusan bupati merupakan peraturan daerah yang
dibuat oleh kepala daerah kabupaten
c. BPUPKI
Pembahasan:
Rancangan UUD 1945 dipersiapkan semasa Indonesia
di bawah pendudukan tentara Jepang oleh BPUPKI.
Pembahasan rancangan UUD ini dilanjutkan oleh PPKI.
Setelah dilakukan beberapa perubahan, pada tanggal 18
Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan menetapkan UUD
yang sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang
Dasar 1945.
c. 18 Agustus 1945 — 27 Desember 1949
Pembahasan:
Masa berlakunya UUD 1945 pada kurun waktu pertama
yaitu 18 Agustus 1945 — 27 Desember 1949
d. 1968
Pembahasan:
Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat
dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal
13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam
penulisan/ pembacaan/ pengucapan sila-sila Pancasila,
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
a. undang-undang
Pembahasan:
Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan
tujuan menjalankan undang-undang
b. 1Ayat(3)
Pembahasan:
Bunyi pasal 1 Ayat (3) adalah negara Indonesia merupakan
negara hukum.

c.  jika masyarakat sudah tidak memercayai undang-
undang itu lagi

Pembahasan:

Suatu undang-undang dinyatakan berakhir masa

berlakunya apabila

a. ditentukan dalam undang-undang itu kapan
berakhirnya
dicabut kembali oleh undang-undang yang baru
bila terbit undang-undang baru yang memuat
ketentuan yang bertentangan dengan undang-
undang yang lama, maka undang-undang yang lama
secara otomatis menjadi hapus kekuatannya.

b.  surat pengantar presiden

Pembahasan:

RUU beserta penjelasan yang berasal dari Presiden

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan

surat pengantar presiden.

a. 10 Tahun 2004

Pembahasan:

UU Nomor 10 Tahun 2004 muatan peraturan presiden

berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang

atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

Isian

kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Ir. Soekarno

alinea keempat Pembukaan UUD 1945

Destuct de Tracy

dapat bertahan dan mengatur rakyatnya
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kemampuan ideologi dalam memengaruhi
dan menyesuaikan diri dengan perkembangan
masyarakatnya

presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur)
Muhammad Yamin, Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno
satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara

Uraian
Menurut Usep Ranawidjaya (pakar hukum tata negara),
konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi dalam
arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi
dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang
berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang
terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang
organik, per aturan per Undangan-Undangan lainnya,
maupun kebiasaan atau konvensi. Konstitusi dalam arti
sempit dapat diartikan Undang-Undang Dasar saja.
Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945
sudah dimulai sejak zaman penjajahan Jepang, yaitu
di dalam sidang-sidang penyelidik (BPUPKI). Pada
masa sidang kedua dari tanggal 10-17 Juli 1945 tahap
penyusunan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI
selesai melaksanakan tugasnya untuk menyusun
rancangan UUD, dibentuk PPKI. PPKI pada 18 Agustus
1945 mengadakan persidangan yang salah satu ke putusan
nya adalah menetapkan UUD 1945.
Secara garis besar, proses penyusunan peraturan
perundang-undangan meliputi beberapa tahapan, yakni
sebagai berikut.
a. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang
(RUU).
b.  Tahap Pembahasan.
c.  Tahap Pengesahan dan Pengundangan.
Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut karena
Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa
Indonesia.
Bahwa Pancasila digali dari pandangan hidup, jiwa dan
kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang tercermin
dalam budaya peradaban bangsa.
UUD 1945 merupakan sebuah UUD Negara tertinggi yang
pertama kali digunakan sejak Negara Kesatuan Republik
Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan.
Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang
diciptakan dan dijelasakan serta dijabarkan dalam Batang
Tubuh, yaitu dalam pasal-pasalnya.
Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan.
Sebab Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan
dasar kemerdekaan Indonesia.

10.

Persoalan bangsa yang muncul harus segera ditindaklanjuti
dengan pembentukan Perpu dan dicari solusi serta
penegakan hukumnya.

Perbaikan

1.

2.

Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya hanya
ada satu kekuasaan pemerintahan
Bunyi Pasal 1 Ayat 1 adalah “Negara Indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk republik.”
Luas lautan Indonesia mencapai 70% dan luas daratan
30%.
Bentuk dan susunan pemerintahan daerah yaitu sebagai
berikut.
a.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD merupakan lembaga yang berperan sebagai
badan legislatif di daerah, baik di provinsi,
kabupaten maupun kota. DPRD dipilih melalui
pemillu.
Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah merupakan lembaga di daerah
yang berperan sebagai badan eksekutif daerah.
Pemerintah daerah yang dibentuk di wilayah
provinsi, kabupaten dan kota ini dipilih secara
demokratis. Dalam menjalankan kewenangannya,
pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakn
otonomi dan tugas pembantuan.
Fungsi pokok Pancasila bagi negara kita adalah sebagai
dasar negara, dan pandangan hidup bangsa.
Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 merupakan
demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme
kedaulatan rakyat di setipa penyelenggaraan negara dan
penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu
UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan
UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib
sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945.
Pancasila sebagai sumber nilai, nilai Pancasila merupakan
kebenaran bagi bangsa Indonesia karena telah teruji dalam
masyarakat dan dipersepsikan sebagai nilai subjektif
yang menjadi sumber kekuatan dan pedoman hidup bagi
bangsa Indonesia.
Pemerintah di daerah dapatikutmembantu penyelenggaran
pemerintahan supaya pemerintah kota tidak terlalu
terbebankan dalam proses penyelenggaraan pemerintah
di republik Indonesia.
Pancasila dijadikan landasan acuan metode, dan
nilai-nilai tujuan yang ingin dicapai di setiap program
pembangunan.
Melaksanakan ibadah, menaati rambu lalu lintas adalah
contoh perilaku positif yang sesuai nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari.

Pengayaan
Kebijaksanaan guru
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